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ABSTRAK 
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan 
Banjir Di Kota Sorong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja, penyebab 
terjadinya bencana banjir serta upaya yang dilakukan badan penanggulangan bencana 
daerah dalam menanggulangi  bencana banjir di Kota Sorong. Penulis menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitian di kantor Badan Penanggulanan Bencana Daerah(BPBD) 
Kota Sorong. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 
wawancara dan observasi. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini baik data primer maupun data sekunder diteliti guna mengetahui kelengkapan data 
yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penanggulangan bencana daerah di 
Kota Sorong  sudah di lakukan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk atau peraturan 
yang ada. Tetapi dalam menanggulangi bencana banjir ada beberapa penyebab banjir 
yang belum mendapat solusi yang tepat dari pemerintah yaitu Galian C dan sampah yang 
berserakan di mana-mana. Upaya yang di lakukan oleh pihak BPBD untuk mengatasi 
bencana banjir yaitu dengan melakukan sosialisasi ke pada masyarakat untuk siap siaga 
dalam menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. 
Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan, Bencana Banjir Di Kota Sorong 
 
PENDAHULUAN 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian banjir 
yaitu Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara 
lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan  seluruh tumpah darah 
Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”, Undang- undang Republik Indonesia 
No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, peraturan presiden No. 8 Tahun 
2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, peraturan pemerintah nomor 22 
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Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 43), Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 
2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga asing non Pemerintah 
dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44). 
Dalam  pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak  
mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk  bebas 
dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan  atas hak-hak 
dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk  mewujudkannya dalam bentuk 
program-program yang sesuai dengan pernyataan  tersebut. 
Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka suatu 
keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan  
bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien. 
Menurut Nurjanah dkk (2013:42) mengemukakan bahwa manajemen bencana (disaster 
management) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek 
yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari 
risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya 
fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Terkhusunya 
dalam penanggulangan bencana  banjir yang terjadi. Penanggulangan bencana banjir 
memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak  saja yaitu pemerintah, akan tetapi semua 
pihak harus aktif berperan termasuk  masyarakat pun harus berpartisipasi dalam 
penanganan masalah banjir ini. 
Bencana banjir kadang dapat diprediksi, dan kadang tidak dapat diprediksi. Banjir 
dapat diprediksi ketika datang pada saat musim hujan di daerah yang sering terjadi banjir, 
sedangkan banjir yang tidak dapat diprediksi biasanya terjadi pada daerah yang jarang 
terjadi banjir, biasanya berupa air bah atau tanggul jebol. Bencana banjir dapat merugikan 
banyak orang karena banjir dapat berdampak negatif terutapa bagi kesehatan ataupun 
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terhadap lingkungan yang terdampak. Selain itu bencana banjir juga mengakibatkan 
kerusakan dan tidak sedikit masalah lingkungan yang timbul akibat terjadinya banjir 
terutama pada daerah yang rawan terhadap bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor 
alam. 
Menurut Nurjanah dkk (2013:13) menyatakan bahwa peristiwa yang  ditimbulkan 
oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru dapat disebut 
bencana ketika masyarakat atau manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak 
mampu untuk menanggulanginya. Ancaman alam itu sendiri  tidak selalu berakhir dengan 
bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk 
menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak.  Kerentanan manusia terhadap 
dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh  tindakan manusia atau kegagalan 
manusia untuk bertindak. Sehingga banjir menyebabkan berbagai macam resiko yang 
dialami oleh masyarakat yaitu rumah warga menjadi kotor, adanya korban jiwa, korban 
materi, warga terserang berbagai macam penyakit (penyakit kulit, diare, dan lain-lain), 
rusaknya bangunan-bangunan, macetnya kegiatan ekonomi warga, jalan berlubang, 
bahkan hingga trauma yang dialami oleh warga msayarakat yang terkena dampak akibat 
dari banjir.  
Kota Sorong merupakan salah satu kota di Wilayah Provinsi Papua Barat yang 
terletak berbatasan dengan pesisir pantai. Sesuai dengan fenomena yang sering terjadi di 
masa sekarang ini yaitu banjir terjadi dimana-mana yang menyebabkan masyarakat 
setempat merasa khawatir ketika hujan deras melanda kota Sorong yang menyebabkan 
sejumlah wilaya di kepung banjir setinggi pinggang orang dewasa. Sejumlah ruas Jalan di 
Kota Sorong seperti jalan Basuki Rahmat KM.9 dan KM.10 tak terkecuali Sungai 
Maruni, Kampung Bugis, dan belakang Mega yang selalu menjadi langganan banjir 
ketika di guyur hujan delam intensitas tinggi.  
Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam 
pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan 
profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong 
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sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan 
bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana 
di wilayah Kota Sorong, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir.  
Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Sorong 
diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang 
baik (good governance). Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir yang terjadi 
di Daerah  Kota Sorong, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja BPBD 
Kota Sorong selaku instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak di sector  bidang 
penanggulangan bencana. Berdasarkan  uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong”. 
METODE 
Penelitian ini berusaha menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi di 
masyarakat dengan  Kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam Kesiapsiagaan 
Terhadap Penanggulangan Banjir yang terjadi di Kota Sorong, untuk memahami 
permasalahan tersebut makan metode yang digunakan yaitu metode penelitian diskriptif 
kualitatif dengan cara penggambaran atas seluruh rangkayan kegiatan penelitian sejak 
dari tahap proses pencarian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan terdapat 
beberapa sumber data yang diperoleh. Sumber data tersebut dapat berupa manusia, 
peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi kejadian, benda, beragam gambar dan 
rekaman yang terjadi di lapangan, dan dokumen atau arsip. Menurut Brannen, Julia, 
(2005). Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan diintepretasikan dalam bentuk kata-
kata secara jelas dan terperinci berdasarkan pada kebutuhan yang didapatkan di lapangan. 
Sehingga orang atau pembaca akan memahami dengan mudah terhadap apa yang menjadi 
permasalahan dalam penulisan ini. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong 
Sebagaimana diketahui bahwa kesiapsiagaan penanggulangan banjir mempunyai 
peran yang sangat penting disetiap daerah. Untuk itulah maka bagian ini perlu dikaji 
untuk meningkatkan kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Sorong. Penanggulangan bencana bertujuan untuk; a) Memberikan perlindungan kepada 
masyarakat  dari ancaman bencana: b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada; c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d) Menghargai budaya local; e) 
Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f) Mendorong semangat 
gotong royong, kesetiakawanan, dan  kedermawanan; g) Menciptakan perdamaian dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana banjir berdasarkan dengan hasil 
wawancara dengan Ibu (HS) selaku kepala pelaksana BPBD , beliau mengatakan bahwa; 
BPBD ini merupakan instansi teknis artinya penanggulangan bencana bukan saat 
terjadi bencana saja kita bekerja tetapi sebelum bencana BPBD mempunyai 
tanggung jawab besar untuk mengajak masyarakat bisa mengantisipasi terjadinya 
bencana, jadi yang di lakukan sebelum terjadinya bencana yaitu melakukan 
sosialisasi edukasi ke pada masyarakat bagaimana supaya mereka tanggap 
bencana, mempersiapkan masyarakat sedini mungkin untuk mewaspadai jika 
terjadi bencana alam maupun non alam, kemudian jika terjadi bencana maka tugas 
BPBD adalah menanggulangi kejadian bencana tersebut dengan cara melakukan 
pendataan tentang kerusakan yang terjadi, terutama  adanya korban jiwa akibat 
dari bencana itu, setelah kejadian bencana maka yang di lakukan oleh BPBD 
adalah melakukan rekonstruksi (memperbaiki semua kerusakan), setelah itu 
kembali lagi dengan sosialisasi mengembalikan traumatic masyarakat. 
(Wawancara pada tanggal, 6 November 2020) 
 
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan “Untuk 
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana 
penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : 
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.” BPBD sebagai unsur pelaksana 
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penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala 
BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi 
BPBD.Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 
(empat) peran yang saling terkait, yaitu; peran sebagai 1) pengambil kebijakan/keputusan 
(policy maker), 2) Koordinator, 3) Think- thank, dan 4) Administrator. Keempat peran 
tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil 
kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan 
pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, 
tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam praturan 
daerah propinsi Papua Barat No 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat.  
BPBD bagian perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menggulangi bencana 
yang terjadi pada daerah bencana. Upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam 
meningkatkan kinerja pegawai, kembali lagi di ungkapkan oleh Ibu (HS) selaku kepala 
pelaksana BPBD bahwa: 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai tentu ada banyak cara yang kita lakukan 
misalnya dengan memberikan motivasi berupa intensif bisa juga berupa promosi 
terhadap pegawai jadi jika dia kerja baik dia bisa naik di jabatan di atasnya, selain 
itu juga insentif yang berupa penghargaan di berikan ketika dia bisa melakukan 
kinerja yang baik, dengan penghargaan misalnya berupa anggaran atau honor 
insentif, bagi yang rajin. Selain itu bagi pegawai yang malas, acu-takacuh dengan 
tugas harus diberikan sangsi bisa berupa peringatan berupa teguran atau dikasih 
surat peringatan agar supaya mereka bisa sadar tidak lagi melakukan kesalahan 
dan lebih di siplin lagi kedepanya. (Wawancara pada tanggal, 6 November 2020) 
Peran pemimpin sangat penting dalam melihat bawahanya ketikan berada di 
lapangan, terutama dalam situasi darurat banjir yang terjadi dimasyarakat. Selain itu 
seorang pemimpin harus tau apa saja yang terjadi pada bawahanya dimana punya 
keriteria penilaian khusus terhadap pelaksanaan tugas bawahan, sebab secara teknis 
setaip masyarkat memiliki kekurangan dan kelemahan tersendiri dalam menjalankan 
tugas, ada pegawai yang malas acu sama tugasnya, ada juga yang rajin. Kedua unsur ini 
memiliki nilai yang berbeda namun secara pelaksanaan sama sehingga adanya pemberian 
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insentif berupa tambahan honor atau promosi jabatan bagi pegawai yang rajin, sedangkan 
pegawai yang malas tidak mendapatkan tambahan apapun selain dari gaji pokoknya saja 
bahkan mendaptkan sangsi tegas karna lalai terhadap tugas. 
Penyebab Terjadinya Bencana Banjir di Kota Sorong 
Bencana banjir terjadi di kota sorong di duga tidak hanya intensitas hujan yang 
cukup tinggi. Sebagian masyarakat mempertanyakan operasional pengelolaan galian C 
yang tersebar di Kota Sorong bahkan hampir sebagian besar daerah pegunungan yang 
merupakan hutan lindung di rusak oleh para pengusaha galian C.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak (AP) selaku kepala bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi, mengatakan bahwa; 
Banjir di kota Sorong di sebabkan oleh adanya galian C yang  menimbun saluran 
pembuangan air, sehingga air hujan yang dari gunung meluap ke jalan raya dan 
mengakibatkan banjir, selain itu banjir juga disebabkan oleh banyaknya sampah 
plastik berupa botol bekas minuman, kaleng-kaleng dan lain-lain yang menutup 
saluran pembuangan air. (Wawancara pada tanggal, 13 Oktober 2020) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu (D) salah satu masyarakat kota Sorong 
yang terdampak banjir beliau mengatakan hal yang serupa bahwa; 
Bencana banjir terjadi karna saluran-saluran pembuangan air sangat dangkal 
akibat timbunan pasir-pasir galian C dan sampah-sampah yang banyak menutupi 
saluran pembuangan air sehingga jika hujan deras air hujan meluap ke jalan 
bahkan merendam rumah-rumah yang rendah. (Wawancara pada tanggal, 17 
Oktober 2020) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak (MI) Salah satu masyarakat Kota 
Sorong beliau mengatakan bahwa; 
Penyebab banjir di Kota Sorong yaitu adanya pencucian pasir yang menyebabkan 
sebagian kali menjadi dangkal, kurangnya kesadaran masyarakat membuang 
sampah pada tempatnya, sehingga masyarakat buang sampah di sungai, 
kurangnya tempat pembuangan sampah (bak sampah) yang disediakan oleh 
pemda setempat dan drainase kali sampai got-got warga yang jarang dibersihkan”. 
(Wawancara pada tanggal, 18 Oktober 2020) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari infonman tersebut di atas 
dapat dianalisis bahwa penyebab terjadinya banjir di Kota Sorong disebabkan adanya 
galian C yang dilakukan oleh masyarakt maupun perusahaan penambangan galian pasir, 
sebab gunung digusur dan diambil matrialnya kemudian disangrae diambil hasil matrial 
kecialnya untuk keperluan pembangunan, yang pada akhirnya matrial tanah mengalami 
endapan menutupi saluran drenase maupun sungai (kali) yang ada disekitarnya dan 
sampah-sampah  yang tersebar di drenasi menutupi saluran air sehingga jika hujan ringan 
maupun hujan deras deras air meluap dan terjadilah banjir yang mengakibatkan ketakutas 
bagi masyarakat disekitar daerah rawan banjir. 
Upaya BPBD  Untuk Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Sorong 
Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan baik dan serius. Maka dari itu 
strategi jitu dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota Sorong sangat diharapkan dapat berberan proaktif dalam melihat permasalahan 
yang terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat 
menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan 
mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau 
masyarakat atas suatu benda. Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai 
daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi mendapat ganti 
rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Peran BPBD sangat diharapkan dalam memanimalisis bencana yang terjadi pada 
daerah rawan bencana dengan memberikan berbagai edukasih kepada masyarakat 
terutama menjaga kelestarian alam dimana masyarakat itu tinggal, agar dapat hidup 
berkesinambungan dikemudian hari tanpa harus ada bencana yang begitu besar dan 
menakutkan bagi masyrakat.  
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak AP selaku kepala bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi, beliau mengungkapkan bahwa: 
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Penanggulangan bencana Banjir kami mengadakan sosialisasi ke pada masyarakat 
sebelum terjadi bencana banjir masyarakat dihimbau untuk siap siaga dalam 
menyelamatkan diri dan surat-surat penting apa bila hujan deras yang diduga 
dapat mengakibatkan banjir, kemudian menghimbau semua masyarakat untuk 
membuang sampah pada tempatnya dan untuk pemerintah mempertimbangkan 
kembali galian-galian C penambangan pasir yang merupakan salah satu penyebab 
utama banjir untuk memanimalisir bencana, melakukan penghijauan di lokasi-
lokasi yang sudah rusah akibat penambangan dan memperbaiki saluran-saluran 
pembuangan air. (Wawancara pada tanggal, 13 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan tersebut penulis dapat menganalisis bahwa upaya yang di 
lakukan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Sorong yaitu masyarakat dihimbau 
agar mengurangi kativitas penambangan pasir baik itu sacar manual maupun modern 
dengn mengguanakan alat berat. Serta membuang sampah pada tempatnya dan 
membersihkan saluran-saluran pembuangan air agar masyarakat Kota Sorong dapat hidup 
tanpa adanya ketakutan ketika dimusim penghujan. 
Penanggulangan bencana, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan 
ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditinjau 
secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dapat 
dikoordinasikan oleh BPBD kemudian disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana 
pada suatu wilaya dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program 
kegiatan penanggulangan bencana yang seperti pengenalan dan pengkajian ancaman 
bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak 
bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan 
dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang 
tersedia. Selain itu adanya usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan 
bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk 
melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana dengan memperhatikan; a) 
Pengurangan risiko bencana; b) Pencegahan; c) Pemanduan dalam perencanaan 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh terhadap kenerja Badan 
Penggulangan Bencana Daerah kota Sorong maka dapat di simpulkan bahwa; a) Dalam 
meningkatkan kinerja terhadap pegawai  Badan Penggulangan Bencana Daerah Sorong 
maka perlu memberikan motivasi berupa intensif atau berupa promosi terhadap pegawai 
untuk bisa naik jabatan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dalam pekerjaanya; b) 
Banjir di kota Sorong disebabkan oleh adanya galian C penambangan pasir pada daerah 
rawan banjir sehingga adanya pengendapan pada sungai maupun kali disekitarnya dan 
sampah-sampah plastik yang  menimbun saluran pembuangan air yang menyebabkab air 
meluap ke jalan raya bahkan merendam rumah masyarakat yang. 
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